BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 45 TAEUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 6 TAHUN
2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISAS

DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka perlu

segera dilaksanakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, periu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

s

. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 1822),

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3880,

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1099 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); :

7 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Mengingat:




8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintahan
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

10.Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 tentang Felayanan
Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan
Kabupaten/Kota;
14_Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu
di Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008
Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3
Tahun 2008);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Luwu {(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3
Tahun 2008);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor § Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun
2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria Lembaga
Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8
Tahun 2013}, ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN

DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN LUWU

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Luwu, :

Pasal 2

Menunjuk Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten
{uwu serta Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu untuk melaksanakan
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 dengan menyusun daftar Urut
Kepangkatan (DUK) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Formasi jabatan yang
tercantum dalam Peraturan Daerah dimaksud dan menyampaikan kepada Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan untuk diproses sesuai ketentuan yang
beralaku.
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{2} Hasil proses sebagaimana dimaksud

j pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat yang
berwenang untuk diproses pengangka

tannya sebagai pejabat defenitif,
Pasal 3

skan Bagian Organisasi dan T

Menuga ata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
untuk berkoordinasi dengan unit kerja

€ terkait menyusun rincian tugas pokok dan fungsi
untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu,

Ditetapkan  : di Belopa
pada tanggal :

BUPATI L
D
A. MUDZAKKAR

Diundangkan : di Belopa
pada tanggal 9 Desembsr 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2013 NOMOR 45




